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bahwa dalanl ran8ka mcwujudkan sinergitas penSuatan demokrasi

Inaionesia melalul pelaksanaan progrant dan keSiatan oleh seluruh

nlitra penlbangunan di tirgkat pusat dan daerah, untuk

[leu'ujudkan konsolidasi demokrasi, perlu dilaksanakan kegiatan

koordinasi strategis pellsuatan denlokizsi lndonesia tzhull 2018:

bahwa berdasarkan peltinlbangan sebagainrana dimaksud dalam

huruf a, perlu nrenlbentuk Tim Koordinasi Stlaiegis PellSuatan

De[rokrasi Indollesia TahLtn 201 8;

bahwa peJabai dan pegawai yanS nanunya tercantutr dalanl

Lanrpilan Keputusan ini dianggap numpll dan melnenuhi

persyalatan untuk duduk dlrn melaksanakan tuSas sehagai ansiota

i'im Kooldinasi stratesis P€nguatan Dcmokrasi Indonesia Tahun

2017:,

Llndang-Undang Nomor 15 T^hnn 2017 ientang AnSSaran

Pendapatan dall Bclanja Negara Tahun ArsSaran 2018 (lrmbaran

Negara Republik In(lonesia Tahun 2017 Nonror 233' Tanll'ahlin

Lenrbaran Negara Repriblik Indonesia Nomor 6l Il8)i

l'elaturan Penle ntah Nonlol' 45 Tahun 2O]3 tentang Tata Cara

Pelaksanaalt An:ga&rll dan Belallja Ne84ra;

Itraturan Presiclcn Nonlor 7 Ilhun 2015 tentanS organisasi

KetrellteLian Ne3al a;

liratLral. fr'elid(n Nnrll,rr f,5 Trllt'rl lOlf tLntang Kenlcnl( l'ian

Pefencanaan Pcnll)an3!rnan Nasional;

5. Peratluan .. .
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MEMUTUST.AN:

KEPLTruSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANG1JNAN

NASIONAL,/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENIANG PEMBEMUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 20 1 8.

Menlbentuk'fin1 Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia

Tahun 2OIE untuk selAnjutnya disebut Tinr Penguatan Demokrzsi,

dengan susurlan keallSSotaan sebaSaimana tercantun dalanl Lampir4n

Keputusan ini.

Tim Penguatan Demokrasi terdiri atas Tim PenSarah, Penah:Ilung Jawab,

Tinr Pcl,rkrarta, dan lenaSa fendukunS.

Tim Pengatah bertuSas nrenlbelikan arahafl kebrakan, nlel'lSawasi]

membimbing, dan memanfau kcnEjuan dan nlembeli saran pemecahan

atas pelmAsalaha[ pelaksanaan kegiatan.

Penanggufl8 Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan

hasit pelaksanaan kcgiatan kepada Tinl Pengarah.

Tim Pelaksana bcrtugas:

a. mel4kukart kooldinasi dengan mitra pembanSunan antar1l lain

Kementerian/l,embaga, Petlerintah daerah, Akademisi, Tokoh

Masyarakal, Tokoh A8alna, tYaktisi, Pelaku Swasta dan PemanSku

kepentiilSan lainrlya dalanr rangka penSuatan denoklasi di

Iildo esia;

b. berdiskusi dan melakukan

kegiatan dalanl Penguatan
Pe banSunan;

lERTlu\{,{

K[DUA

KITIGA

KILN,IPAT

KILIN{A

analisa atas kebijakan, proSla dan

demokrasi lndonesia defl8an Miha

c. menyinerBikan

Merletapkan:

5. Peraturan Piesiden Noillor 66 Tahun 2015 tentanB Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai ana telah diubah

denSan Peraturan Plesidcn Nomor 20 Tahun 2016:

6. Peratulan Meflteli Perencanaan Penlbangunan Nasional/Kepala

BacLu Perencanaa Peftbaflsunan Nasional Nomor 4 Tahun 20lll
tentaflg Orgaiisasi dall Tata Kelja Kementerian Perencanaan

PeflbanSurlan Nasiollal/Badan Pcrelcaflaan PembanSuhan Nasional

sebaSainrana telah diubah denSan Peraturan l\'lenteri Perencanaan

Perrlbangunan 1\*,rsional/Kepala Badan Per.clcanaan PembanSunan

Nasional Nornor 6 Tahun 2017;

7. Peratur'an Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Penlbangul, an Nasional Nomor 5 Tahun

201 6 tentanS Percncanaan, Pelaksanaan, Pelapotan, Pemafltauar'r

dan Evaluasi KeSiatan dan AnSSaran;
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KEINAN{

KITUJUH

KEt]EI-APAN

Salilall sesuai dengan aslinyd
Kepala Biro Htlkulll,

c. menyinerSikan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia dengan

n1itra PetnbanSunat1;

d. nlelakukan sosialisasi dan diseminasi rencana peftbangunan bidang

politik dan koftunikasi baik jangka pahjaflg, mellengah dan tahunar

ke berbagai penunSku kepc[tinSan dalam rangka pe11g[atan

demokrasi;

e. relakukan koordinasi berkelanjlrtan pada kegiatafl penSuatan

demokfasi bersana l itra pembairgunan dalam rangka penyusulun

Indeks Demokrasi Indonesia; dan

f. menyalrrpaikan hasil pelaksanaan keSiatan kepad:r Tim Pengarah

elalui PenanSSuI18 Jawab.

TenaSa Pendukuhg bertugas:

a. membantu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam penSumpulan

datan dan informasi; dan

b. melakukan tuSas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikafl oleh

Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalatn rangka pelaksanaan tugas Tinl

Penguatalr Demokrasi dibebankan pada An8Saran Pendapatan dan

Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

Keputusan ini berlaku sejak ianSSal ditet4pkan dan berlaku surut sejak

tanggal 2 Januari 2018.

MXNIIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN N]RENCANAAN PIMBANGT]NAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONDGORO

nd

zr-
RR. Rila Era\\,ati

Ditetapkan diJakarta
pada tanSgal 28 Maret 2018
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KIPUTT]SAN ME,YIERI PPN/
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'I'ANGGAI, 28 MARET 2018

SUSUNAN KXANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGTS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 20I8

C

ArE;:ioia

R PT:NANGGT]NG IAWAB

TIM PENGARAI{

Ketua

wakil Ketua

'I'IM PELAKSANA

Ketua

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Deputi Bidang Politik, Hukun, Pe.iahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Sekretaris Mefltefi Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan;

2. Sekletaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Sekletaris Jenderal Badar Pengawas Pemilu;

4. Sekletaris Utama Badan Nasioflal Penan8Sulangan

Ter'orisnte;

5. Dilektur Jcnderal Politik dan Pemerinlahan

Unrunr) hemenleflan Dalanr Neger i:

6. Dircktur Jendelal Inionnasi dan Komunikasi

Publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. sekretaris Jenderal, Majelis Permusyawararrn

Raryat Republik Indonesia;

8. Deputi Administra-si, Sekret4riat Jender4l Dewan

fer-wakilan R/lryal Rcpublrk lndonesra:

9. Sekretariaf Jenderal, Dewan Perwakilan Daerah

Republik lndonesia.

Deputi EidanS Politik, llukum, Pefiahanan dan
Krarnan.ln. K( n .Il(riiln PPN/Bappett,r\.

Direktur Politik dan Konlunikasi, Kenlenterian
PPN/Bappenas.

1. Kepala Biro Pereflc4naan dan Ot8anisasi,

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum

dan Keamanan;

2. KqrE'la Ea8ia Perencanaan, Birc Perencanaan

dan organisasi Kementerian Koordinator Bidang

Politik. Hukum dan Ke4manar;

An*gota

3. Sekretraris
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3. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan

Perrerintahan Unlu1r1, Kementerian Dalam Negeri;

4. Kepala BaSian Perencanaan, Sekretariat

Difektorat Jeflderal Pernerintahan Umum,

Kementerian Dalal[ Negel i;
5. Kepala Biro Perencanaan dall Data, Konlisi

Pemilihan Umum;
6. Kepala Bagian Program dan Ans8aran, Bilo

Pelencanaafl dan Data, Konlisi Pelllilihan Umum;
7. Kepala Bi,ro Administrasi, Badan PenSawas

Pendlu;

8. Kep4la Basian Ferencanaan, Birc Adnlinistrasi,
Badan PenSawas Pemilu;

9. Kepala Biro Pcrencanaan, Hukum dan }lumas,

Badan Nasio[al Penan8triulangan Terorisne;
lo- Muhat'rlmad Resha Aniskurli, Biio Perencanaan

dan Hubungafi Anlar l€mba8a, Badan Nasional

Penanl{+r langan Tero sme;

11. Kepala Biro Perencaraan, Kementeriafl

Konlunikasi dan Informatika;
12. Kepala Bagian Penlmsunan Pro8raln, Biro

Perenc4naan, Kementerian Konlunikasi dan

lnfonratika:
1 3. Kepala Biro Adnlinistrasi dan Pengawasan, Majelis

Pernlusyawaratan Rakfat Republik Ifldonesiai

14. Kcpala Bagian P€ltncanaan, f,vallrasi dafl

Sekretaliat Badan Pengan38ar4n, Biro

Adrrinistrasi dan PenSawasan, Majelis

Pel musyawarata[ Rakyat Republik Indonesia;

15. Kepala Biro Percncanaan dafl Keuafl84n,

Sekreta at Jenderal l)ewan Perwakila[ RaLJat

RepLlblik Indonesia;

16. Kepal4 BaSia[ Perenca aan, Sekretaliat Jenderal
Dewan Pel wakilan Rakyat Republik Ifldonesia;

17. Kcpala Biro Perencanaan dan KeuanSan,

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Republik llrdonesia;

18. Kepala Bagian Pelencanaafl, Bilo PerEncanaan

dan Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indotresia;

19. Dewi Sri SotijrninSsih SE, M.Si, Kementerian

PPN/Bappenas;

20. Drs
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D, T[]\TAGA PENDUKTINC

Salinan sesuai denSa[ aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENI]'RI PERXNCANAAN PTMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMtsANGUN N NASIONAL,

20. Drs. Indrejeya, M.Sc, Kemenierian PPN/Bappenas;

21. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian

PPN/Bappellas;

22. Nourfta Nusanti, S.l.Kom, Kemellterian
PPN/Bappenas;

2:1. Iriani Mercy Sikirit, S.IP, Kerner,terian

PPN/Bappenas;

24. Maharani Putli S.W, S.Mn, MSM, Kcmenteriail
PPN/Bappenas.

I. Rubiyaflto, Kementerian PPN/Bappe as;

2. Munaya Nasiri, S.Sos, Kementeri4n PPN/

Bappenas.

BAMBANG P.S. BRODJONLGORO

ttd

z1'--
RR. Rita Elawati


